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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine and analyze the influence of household 
consumption, investment, and government expenditure on the Human Development Index 
(HDI) in West Kalimantan. Object of research include 14 Regency/Town in West 
Kalimantan with the data source used is secondary data obtained from GRDP 
Expenditure 2012-2016 and data on HDI 2012-2016 published by the Statistics Indonesia 
(BPS). The Instrument of this research was the analysis of data panel regression. The 
result of this research showed that Household Consumption and Government Expenditure 
influence significantly to Human Development Index (HDI) in West Kalimantan, while 
Investment has not influence significantly to HDI in West Kalimantan. 
Keywords:   Household Consumption, Investment, Government Expenditure and Human 
Development Index (HDI). 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari tingginya 
tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tetapi juga perlu dilihat dari kualitas 
pembangunan manusianya. Sering ditemui di suatu daerah dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi memiliki kualitas pembangunan manusia 
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yang masih rendah. Seharusnya pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh 
terhadap peningkatan pendapatan, dimana pendapatan tersebut hendaknya lebih 
banyak digunakan sebagai pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk 
itu tantangan pembangunan yang paling utama yakni memperbaiki kualitas 
kehidupan. Kualitas hidup yang baik tidak hanya dilihat dari pendapatan yang 
tinggi tapi perlu juga dilihat dari pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, 
pemberantasan kemisikinan, kesempatan kerja yang merata dan kondisi 
lingkungan hidup yang baik agar dapat hidup secara layak sehingga akan 
meningkatkan kualitas pembangunan manusia. 
Harus disadari bahwa manusia merupakan kekayaan bangsa, sejak awal 
pembangunan manusia sudah menjadi tujuan dalam program pembangunan di 
Indonesia, sehingga pemerintah memasukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
sebagai target asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
Pembangunan manusia juga dipahami sebagai cara untuk mengukur kondisi 
kehidupan. Perhatian pada pembangunan manusia menekankan pada kondisi 
manusia dan keadaan individu seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, 
kebebasan untuk membuat keputusan, dan lain sebagainya. Keberhasilan 
pembangunan tercermin dari seberapa besar kemajuan dalam bidang ekonomi 
yang ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan 
seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai di setiap daerah. 
Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat dari tahun ke tahun cenderung 
meningkat, bahkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat diatas 
pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen yang ikut peran dalam meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat diantaranya yaitu konsumsi rumah 
tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah. Indikator lain keberhasilan 
pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 
indikator kesejahteraan yang umum digunakan dan baku secara internsional 
adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup 
manusia di setiap negara. Indeks pembangunan manusia diukur melalui kualitas 
tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks pembangunan manusia di 
Kalimantan Barat cenderung meningkat tiap tahunnya namun peningkatan ini 
belum memuaskan karena belum mencapai predikat baik, bahkan peringkat IPM 
secara nasional masih menempatkan Kalimantan Barat pada peringkat 29 dan 
untuk wilayah kalimantan, IPM Kalimantan Barat pada peringkat paling bawah. 
Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat cenderung tumbuh bahkan 
melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat data dan fakta diatas maka 
penulis ingin meneliti tentang apakah Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, 
Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Dapat Menjelaskan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. 
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Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Pengeluaran 
Pemerintah Dalam Menjelsakan IPM di Kalimantan Barat 
1.1. Rumusan Masalah 
Dari uraian pada latar belakang di atas maka dirumuskan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan 
Barat ? 
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Barat ?  
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan 
Barat ? 
1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap IPM 
di Kalimantan Barat. 
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap IPM di Kalimantan 
Barat. 
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM 
di Kalimantan Barat. 
1.3. Kontribusi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau berguna 
baik secara teoritis maupun praktisi: 
a. Kontribusi Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu ekonomi 
khususnya dalam teori ekonomi pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu 
akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yakni merupakan sumber 
referensi bagi berbagai kalangan untuk melakukan analisis lebih jauh yang 
berkaitan dengan penelitian keuangan daerah. 
b. Kontribusi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dalam 
perencanaan pembangunan, berkaitan dengan penyusunan anggaran tahunan 
(APBD), serta informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh dari alokasi 
pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia. 
2. KAJIAN LITERATUR 
2.1 Teori Konsumsi 
Manusia selalu melakukan kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-
hari, baik konsumsi dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang 
dan papan, maupun kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. 
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Pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi dan sebagian 
lainnya di tabung untuk masa depan. Menurut Mankiw (2006:446) keputusan 
konsumsi rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik 
dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berikut ini ada beberapa teori 
konsumsi menurut ahli ekonomi makro yakni sebagai berikut. 
a. Teori Konsumsi dari John Maynard Keynes 
Salah satu peralatan penting dalam teori ekonomi Keynes ialah 
kecenderungan mengkonsumsi yang menyoroti hubungan antara konsumsi dan 
pendapatan. Bila pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat, tetapi 
kenaikan ini tidak sebanyak kenaikan pendapatan tersebut (Jhingan, 2013). Teori 
konsumsi Keynes mengandalkan tentang analisis perhitungan statistik, selain itu 
Keynes juga membuat tiga dugaan tentang fungsi konsumsi berdasarkan 
introspeksi dan observasi kasual. Dugaan Keynes dalam Mankiw (2006) pertama 
dan terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal 
adalah antara nol dan satu; kedua, kecenderungan konsumsi rata-rata turun ketika 
pendapatan naik; ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan 
determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran 
penting. 
Berdasarkan tiga dugaan tersebut, fungsi konsumsi Keynes yang sering 
digunakan yakni C = Ĉ + cY,  Ĉ > 0,   0 < c < 1, dimana C adalah konsumsi, Y 
adalah pendapatan disposabel, Ĉ adalah konstanta, dan c adalah kecenderungan 
konsumsi marjinal. Fungsi konsumsi ini memenuhi dugaan pertama Keynes 
dimana kecenderungan konsumsi marjinal adalah antara nol dan satu, sehingga 
pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan  konsumsi yang lebih tinggi dan juga 
tabungan yang lebih tinggi. Fungsi konsumsi ini juga memenuhi dugaan kedua 
Keynes karena kecenderungan konsumsi rata-rata APC adalah AC=C/Y= Ĉ/Y+c. 
Ketika Y meningkat, Ĉ/Y turun dan begitu pula kecenderungan mengkonsumsi 
rata-rata C/Y turun. Dan akhirnya, fungsi konsumsi ini memenuhi dugaan ketiga 
Keynes karena tingkat bunga tidak dimasukan dalam persamaan ini sebagai 
determinan konsumsi. 
b.  Teori Konsumsi menurut Irving Fisher 
Studi terbaru tentang konsumsi membangun model konsumen Irving 
Fisher. Dalam model ini, konsumen menghadapi batas anggaran antarwaktu dan 
memilih konsumsi untuk saat ini dan masa depan guna mencapai tingkat kepuasan 
tertinggi. Selama konsumen dapat menabung dan meminjam, konsumsi 
bergantung pada sumber daya seumur hidup konsumen (Mankiw, 2006). Teori 
konsumsi Irving Fisher mengungkapkan bahwa konsumsi berdasarkan pada 
kondisi saat ini dan yang akan datang, dimana kondisi tersebut menentukan 
berapa banyak pendapatan yang di tabung maupun yang digunakan untuk 
keperluan konsumsi. 
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c. Teori Konsumsi menurut Franco Modigliani 
Teori konsumsi menurut Franco Modigliani dalam Mankiw (2006) 
menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan 
seseorang dan tabungan membuat konsumen dapat mengalihkan pendapatan dari 
masa hidupnya ketika pendapatan tinggi ke masa hidup ketika pendapatan rendah. 
Interprestasi perilaku konsumsi ini mendasari hipotesis daur-hidup, menurut 
hipotesis ini, konsumsi bergantung pada pendapatan dan kekayaan. 
d. Teori Konsumsi menurut Milton Friedman 
Teori konsumsi dari Milton Friedman menawarkan hipotesis pendapatan 
permanen untuk menjelaskan perilaku konsumen. Hipotesis pendapatan permanen 
Friedman menekankan bahwa individu mengalami fluktuasi permanen dan 
trasitoris dalam pendapatan mereka, karena konsumen dapat menabung dan 
meminjam, dan karena mereka ingin meratakan konsumsi, maka konsumsi tidak 
banyak merespon pendapatan transitoris. Konsumsi terutama tergantung pada 
pendapatan permanen (Mankiw, 2006) 
Beberapa teori yang dikemukaan para ahli ekonomi di atas sebagian besar 
mengemukakan bahwa besar kecilnya jumlah konsumsi seseorang tergantung 
pada besar kecilnya pendapatan, teori konsumsi tersebut memiliki keterkaitan 
dengan indeks pembangunan manusia, dimana indeks pembangunan manusia 
dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu 
capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek 
huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja 
pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap 
sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per 
kapita sebagai pendekatan pendapatan. 
2.2. Teori Investasi 
Investasi atau yang baisa disebut dengan istilah penanaman modal atau 
pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor 
utama di dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pokok pembangunan ekonomi 
ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk 
meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan 
industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya 
dan sebagainya. 
Investasi yang lazimnya dalam proses pertumbuhan ekonomi lebih 
ditekankan arti penting modal fisik, tetapi investasi tidak hanya dalam bemtuk 
modal fisik namun juga ada investasi dalam pembentukan modal manusia. 
Menurut Jhingan (2013:414) pengertian pembentukan modal manusia adalah 
“proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, 
pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan 
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politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan 
investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif 
dan produktif”. 
Investasi modal fisik menjadi lebih produktif jika suatu daerah mempunyai 
modal manusia yang memadai. Daerah - daerah dengan penuh semangat 
melaksanakan program pembangunan jalan raya, rumah sakit, sekolah, perguruan 
tinggi dan sejumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan perencanaan 
pembangunan. Untuk menunjang kegiatan itu, dibutuhkan modal manusia seperti 
insinyur, teknisi, pengawas teknis, tenaga pengelola dan sebagainya. Jika berbagai 
macam modal manusia ini tidak memadai jumlahnya, modal fisik tidak akan dapat 
dimanfaatkan secara produktif.  
Banyak faktor yang mempengaruhi investasi di daerah. KPPOD (2003) 
dalam Widodo (2006) mendefinisikan faktor-faktor dan variabel-variabel yang 
dominan mempengaruhi daya tarik investasi daerah, salah satu diantaranya faktor 
ekonomi daerah dengan variabel potensi ekonomi. Potensi daerah mencakup 
potensi fisik serta non fisik di daerah tersebut. Faktor-faktor seperti sumber daya 
alam, sumber daya manusia, sumberdaya sosial merupakan faktor yang menjadi 
pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu daerah. Indikator pendapatan 
masyarakat melalui PDRB mencerminkan potensi masyarakat di suatu daerah 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
salah stu indikator menarik tidaknya daerah terhadap investor. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan misalnya akan membuat daerah tersebut menarik untuk 
investasi di sektor yang memerlukan SDM yang tinggi yaitu sektor industri.  
2.3. Teori Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran Pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan 
masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi 
oleh swasta. Pengeluaran Pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan 
penerimaan negara harus ditingkatkan. Menurut Oates (1993) “Pemerintah Daerah 
dapat menyediakan barang dan jasa publik yang bervariasi sesuai dengan 
keinginan masyarakat secara lokal sehingga lebih efisien dari pada harus 
disediakan oleh pemerintah secara nasional dan seragam.” Hal ini berarti bahwa 
Pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya, yang sebagian 
besar dari pajak. Dengan kata lain antara Pengeluaran Pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan kewajiban masyarakat untuk membayar 
pajak sangat erat kaitannya. 
Menurut Keynes dalam Pressman  (2004), “…peranan pemerintah masih 
sangat diperlukan karena perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan 
kerja penuh dan kestabilan kegiatan ekonomi...” Gejolak ekonomi yang terjadi 
dalam satu waktu ke waktu lain biasanya akan berakibat serius kepada kinerja 
keuangan dan pertumbuhan ekonomi bahkan pada tingkat harga, untuk mengatasi 
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hal tersebut diperlukan campur tangan pemerintah melalui kebijakan pemerintah. 
Menurut Mangkoesoebroto (2001), “peranan pemerintah sangat penting di dalam 
menstabilkan perekonomian negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat 
mengatasi masalah perekonomian dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya 
kepada sektor swasta,” Sehubungan dengan itu, peranan pemerintah melalui 
kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah 
(Goverment Expenditure/G) ini dapat diketahui melalui APBN untuk 
perekonomian nasional atau APBD untuk perekonomian regional (provinsi/ 
kabupaten/ kota) yang pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut 
serta menggerakan PDB dalam perekonomian nasional ataupun PDRB dalam 
perekonomian regional. Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintan 
agregat dan melalui peingkatan permintaan agregat, produksi atau output akan 
meningkat. Investasi pemerintah dalam anggaran pemerintah suatu daerah 
merupakan belanja modal dalam APBD. 
Teori Keynes dalam Boediono (2011) berpendapat bahwa permintaan 
effektif (komponen konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan 
ekspor-impor (X-M) akan menentukan penawaran dari output dan tingkat tenaga 
kerja ketika permintaan meningkat dan ekonomi akan makmur maka perusahaan 
akan berkembang dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dan sebaliknya. 
Oleh karena itu pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat 
dari keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + (X-M) yang merupakan 
sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan 
pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa 
kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikan atau 
menurunkan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Pengeluaran 
pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah 
menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 
pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut.  
Tujuan pembangunan diantaranya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan 
infrastruktur. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat 
Indonesia dengan mengeluarkan peraturan mengenai alokasi anggaran pendidikan 
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik 
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan 
minimal 20 persen dari APBD. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 
kesehatan masyarakat Indonesia dengan mengeluarkan peraturan mengenai 
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alokasi anggaran kesehatan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan, pada pasal 171 menyebutkan bahwa besar anggaran 
kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar 
gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. 
2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Tolok ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur 
keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan 
kesejahteraan rakyat. Kata kesejahteraan sendiri menurut terminology dalam 
kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti ketentraman, kesenangan hidup, 
kemakmuran dan keamanan. Jika ingin kondisi ini dapat tercapai maka prasyarat 
utama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu kehidupan 
individu/ perorangan melalui pembangunan manusia seutuhnya. Menurut BPS 
(2015) Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan 
akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati 
umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep ini 
menjadi cikal bakal munculnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). United 
Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali 
pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan 
dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 
Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek 
huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per 
kapita. 
 IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang 
dapat menggambarkan keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat 
yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-
rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan 
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang 
dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 
pendapatan. 
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
tantangan pembangunan, UNDP mengembangkan gagasan baru dalam 
penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi 
memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru. Metode ini 
menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator angka melek 
huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama 
sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan  
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Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks 
juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. 
BPS mulai mengaplikasikan penghitungan IPM di Indonesia dengan 
metode baru tahun 2014. Sejak saat itu, Indonesia telah meninggalkan 
penghitungan IPM dengan metode yang lama. Indikator yang digunakan di 
Indonesia sama dengan UNDP, kecuali PNB per kapita. Indikator ini diproksi 
dengan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga kesinambungan penghitungan, 
IPM metode baru dihitung dari tahun 2010 hingga 2014 dan dihitung hingga 
tingkat kabupaten/kota. Metode baru penghitungan IPM ternyata membawa 
dampak yang harus dicermati agar tidak terjadi salah penafsiran. Metode ini 
menyebabkan level IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Selain itu, 
metode ini menyebabkan perubahan peringkat di beberapa daerah. Namun, 
peringkat yang dihasilkan metode baru tidak dapat dibandingkan dengan metode 
lama karena perbedaan secara metodologi. 
3.  Metode Penelitian 
Jenis penelitian dapat dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya dari 
tujuan, hubungan antar variabel, serta data yang digunakan (Suliyanto, 2006:8). 
Kemudian dilihat dari hubungan antar variabel, penelitian ini adalah jenis 
penelitian asosiatif kausalitas, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih (Suliyanto, 2006:11). 
3.1. Kerangka Konseptual  
Kerangka konseptual merupakan alur pikir dari suatu proses pemecahan 
masalah agar lebih memudahkan dalam proses pemecahannya dan hasilnya sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai atau diinginkan. Inti dari penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh dari 3 buah variabel tersebut yakni konsumsi rumah 
tangga (X1), investasi (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) terhadap IPM (Yit) di 
Kalimantan Barat. Adapun pengaruh-pengaruh dari setiap variabel seperti 
digambarkan pada gambar berikut ini 
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;  
Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian 
Gambar 1 menjelaskan adanya pengaruh langsung dari konsumsi rumah 
tangga (X1), investasi (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) terhadap IPM (Yit). 
Pengaruh variabel-variabel pada gambar di atas ditunjukkan dengan arah garis 
panah, sehingga dari gambar tersebut terdapat 3 (tiga) hipotesis yang bisa kita 
tarik dari gambar tersebut.  
3.2. Hipotesis 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
1. Konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan 
Barat. 
2. Investasi berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat. 
3. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan 
Barat. 
Penelitian ini berupaya untuk  membuktikan atau pengujian hipotesis yaitu 
dengan melihat bagaimana kesesuaian antara hasil perhitungan statistik dengan 
hipotesis yang telah dirumuskan. 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yakni jenis 
data gabungan antara data time series selama 5 (lima) tahun periode amatan 
(2012-2016) dengan data cross section seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan 
Barat. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
PDRB Pengeluaran Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2016 
serta data IPM menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2016 
yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
 
Konsumsi Rumah 
Tangga (X1) 
IPM (Yit) 
α1 
 
Pengeluaran 
Pemerintah (X3) 
α2 Investasi 
 (X
2
) 
α
3
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3.4. Metode Analisis 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Regresi 
berganda menurut Suliyanto (2011:86), “…adalah alat analisa dalam 
ekonometrika yaitu suatu metode untuk membuat suatu model pengaruh dari dua 
variabel atau lebih terhadap satu variabel lainnya.” Besarnya pengaruh 
ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi, bisa positif atau negatif,  Jika 
koefesien positif maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika 
nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y juga akan tinggi. Sebaliknya, jika 
koefesien negatif, berarti kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya 
jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y rendah. 
Sesuai jenis data yang digunakan yakni  gabungan dari data time series 
selama 5 tahun dari 2012-2016 dan 14 kabupaten/kota, sehingga analisis regresi 
yang digunakan adalah dalam bentuk regresi data panel (panel pooled data), 
Analisis regresi data panel melibatkan dua pengaruh yakni pengaruh dari masing-
masing individu (kabupaten/kota) dan adanya pengaruh pada setiap waktu (tahun), 
Menurut Suliyanto (2011) “…dalam analisis data panel yang menggunakan 
gabungan data cros section dan time series terdapat dua pengaruh, sehingga dalam 
analisis terdapat beberapa kemungkinan atau asumsi, Asumsi yang pertama adalah 
intercept dan koefisien/slope yang konstan sepanjang waktu dan tempat(common 
effect),” Asumsi kedua adalah intercep yang konstan namun slope yang berubah-
ubah (fix effect), Ketiga adalah kemunginan keduanya slope dan intercept yang 
berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat(random effect),” 
3.5. Model Regresi 
Untuk menentukan model regresi yang berlaku atau yang sesuai dengan 
tujuan dan hipotesis penelitian maka akan dilakukan pengujian dengan uji 
Hausman Test (Widarjono, 2007) dengan bantuan program Eviews. Adapun 
bentuk persamaan regresi Yit sebagai berikut : 
Yit      =  αo+α1 X1it+α2 X2it +α3X3it+ e ..................................................................(1) 
Dimana : 
Yit = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
αo = Konstanta (=Yit, jika X1,2,3 = 0) 
α1,2,3 = Koefisien regresi untuk masing-masing X1, X2,  dan X3 
X1 = Konsumsi Rumah Tangga  
X2 = Investasi 
X3 = Pengeluaran Pemerintah 
i = Tempat 
t = Waktu 
e = Error 
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Setelah dirumuskan model tersebut maka pada persamaan tersebut akan 
dihitung masing-masing koefisien (αo, α1 s/d α3) dengan bantuan program 
komputer Eviews untuk menghitung estimasi koefisien masing-masing 
menggunakan analisis regresi secara parsial pada masing-masing persamaan. 
Setelah didapat nilai parameter dan koefisien regresi antar variabel X1,X2, X3, Yit,  
selanjutnya adalah pengujian signifikansi, dan terakhir adalah interpretasi model, 
yakni menerjemahkan dari model persamaan dan hasil pengujian signifikansi yang 
didapat. Hasil interpretasi model akan menjelaskan atau membuktikan atas 
hipotesis yang telah dibuat. 
a. Uji Hausman Test 
Pengujian Hausman Test adalah didasarkan pada hasil nilai Hausman Test 
(pada output Eviews). Nilai uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square 
dengan df=k dimana k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengujian 
menururt Widarjono (2007:262) yaitu :  “Jika nilai statistik Hausman lebih besar 
dari nilai kritisnya (atau probabilitas lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan) 
maka model yang tepat adalah Fixed Effect, sedangkan jika lebih kecil (atau 
probabilitas lebih besar  dari nilai alpha yang digunakan) maka model yang tepat 
adalah Random Effect. 
b. Pengujian Signifikansi (Uji Statistik) 
Dalam analisis regresi setelah diketahui model hubungan dalam bentuk 
persamaan regresi, langkah selanjutnya adalah pengujian signifikansi atau uji 
ststistik  terhadap semua  variabel konsumsi rumah tangga (X1), investasi (X2) dan 
pengeluaran pemerintah (X3) apakah benar-benar berpengaruh nyata terhadap 
IPM (Yit) atau tidak. Pengujian dilakukan terhadap masing-masing variabel 
(secara parsial) dengan uji t dan pengujian secara bersama-sama (simultan) 
dengan uji F. Dalam program eviews pengujian signifikansi (uji t maupun uji F) 
dapat dilihat dari nilai probabilitas yang keluar dari output eviews yang 
ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya apakan lebih besar atau lebih kecil dari 
nilai taraf nyata alpha (α) yang digunakan (biasanya 0,05).  
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan 
atau pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara formula, 
nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan rumus : 
 
Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu (0< R2< 1). Suatu 
model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai R2 yang tinggi (mendekati 1) 
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan menjelaskan variabel terikat sangat 
            ∑ Y − Ŷ 
 
 
R2  =  ─────── 
            ∑(Y − Ÿ)  
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kecil/terbatas, sebaliknya nilai R2 yang tinggi berarti variabel bebas bebas (X1, X2, 
X3…..) memberikan semua informasi yang sangat nyata untuk memprediksi 
variabel terikat (Yit). Nilai R
2 dalam analisis ini dapat dilihat juga dari output pada 
program Eviews. 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4. 1. Pengujian Model Estimasi Regresi Data Panel 
Pengujian atau pemilihan model estimasi dilakukan dengan pengujian 
Hausman Test yaitu alat uji statistik untuk menguji apakah model yang berlaku 
dalam studi ini model fixed effect (intercept berbeda dan slope tetap pada setiap 
daerah) atau random effect (kedua-duanya intercept maupun slope berbeda).  
 
Tabel 1 
Hasil Uji Hausman 
 
 
    
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
   
     
Cross-section random 21.011055  3 0.0001 
   
        
Sumber: Output Eviews 9, 2018    
 
Hasil pengujian atau pemilihan model estimasi regresi data panel melalui 
uji Hausman Test dengan bantuan program pengolah data Eviews (Economics-
Views) menunjukan bahwa nilai probabilitas hausman tes signifikan atau 
probabilitas lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan (0,0001 < 0,05) sehingga 
model regresi antara konsumsi rumahtangga, investasi dan pengeluaran 
pemerintah terhadap IPM di Kalimantan Barat yang berlaku adalah model fixed 
effect. Artinya pengaruh  konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran 
pemerintah terhadap IPM  adalah sama atau konstan di setiap daerah 
kabupaten/kota  namun berbeda atau berubah-ubah pada setiap waktu/tahun. 
4.2. Pengujian Statistik 
A. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
Persamaan regresi berganda adalah hasil pengujian pengaruh konsumsi 
rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks 
pembangunan manusia. Setelah dilakukan pemilihan model dengan uji Hausman 
telah ditentukan model terbaik yaitu menggunakan metode fixed effect. Hasil 
regresi dengan metode fixed effect tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2 
Koefisien Regresi Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga (X1), 
Investasi (X2) dan Pengeluaran Pemerintah (X3)Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas Keputusan 
Konstanta 53.10307 46.92219 0.0000 Signifikan 
X1? 0.002196 3.982707 0.0002 Signifikan 
X2? -0.000827 -1.465551 0.1487 Tidak Signifikan 
X3? 0.004327 2.984997 0.0043 Signifikan 
Sumber : Hasil Olah Data Eviews  
Dari tabel 2 diatas maka terbentuk persamaan regresi dengan variabel 
terikat adalah IPM maka bentuk persamaan regresinya adalah : 
Y = 53,10307 + 0,002196X1 - 0,000827X2  + 0,004327X3 
Hasil regresi yang telah diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Konstanta (C) 
Berdasarkan hasil regresi, konstanta sebesar 53,10307. Nilai tersebut 
mengandung pengertian jika konsumsi rumah tangga, investasi dan 
pengeluaran pemerintah tidak memiliki nilai atau sama dengan nol  maka 
nilai indeks pembangunan manusia sebesar 53,10307. 
b. Konsumsi Rumah Tangga (X1) 
Nilai koefisien variabel konsumsi rumah tangga sebesar 0,002196 dengan 
arah hubungan positif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah konsumsi rumah 
tangga akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 
0,002196 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan terlihat 
bahwa hasil pengujian menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0002, yang 
berarti bahwa probabilitas lebih kecil dari alpa (0,0002 < 0,05) sehingga 
dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan konsumsi rumah 
tangga berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat terbukti. 
Hal ini menunjukan bahwa besarnya konsumsi rumah tangga berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan IPM di Kalimantan Barat. 
c. Investasi (X2) 
Nilai koefisien variabel investasi sebesar -0,000827 dengan arah hubungan 
negatif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah investasi akan menyebabkan 
penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 0,000827 dengan asumsi 
variabel independen lainnya tetap. Dan terlihat bahwa hasil pengujian 
menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,1487, yang berarti bahwa probabilitas 
lebih besar dari alpa (0,1487 > 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 
hipotesis kedua yang menyatakan investasi berpengaruh signifikan terhadap 
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IPM di Kalimantan Barat tidak terbukti. Hal ini menunjukan bahwa besarnya 
investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di 
Kalimantan Barat. 
d. Pengeluaran Pemerintah (X3) 
Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,004327 dengan 
arah hubungan positif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah pengeluaran 
pemerintah akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia 
sebesar 0,004327 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan 
terlihat bahwa hasil pengujian menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0043, 
yang berarti bahwa probabilitas lebih kecil dari alpa (0,0043 < 0,05) sehingga 
dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan pengeluaran 
pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat 
terbukti. Hal ini menunjukan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kalimantan Barat. 
B. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji signifikansi simultan F merupakan cara untuk menguji dan mengetahui 
pengaruh variabel bebas (Konsumsi rumah tangga, Investasi dan Pengeluaran 
Pemerintah) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (IPM). 
Apabila nilai probabilitas variabel bebas lebih kecil dari alpa (α = 0,05), maka 
variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
Berdasarkan hasil pengujian dengan metode fixed effect, diperoleh nilai F-
Statistik sebesar 206,7855 dengan Probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. 
Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas variabel bebas lebih kecil dari 
alpa (0,000000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa variabel konsumsi rumah 
tangga, investasi serta pengeluaran pemerintah secara simultan atau bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM di Kalimantan Barat. 
C. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisien Determinasi (R2) merupakan cara untuk mengetahui 
kemampuan variabel bebas (Konsumsi rumah tangga, Investasi dan Pengeluaran 
Pemerintah) dalam menjelaskan variabel terikat (IPM) di Kalimantan Barat. 
Apabila koefisien determinasi (R2) mendekati angka 1 menunjukan kemampuan 
model sangat baik artinya variabel bebas memberikan semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian 
dengan metode fixed effect diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (R2) dari 
variabel-variabel adalah sebesar 0.979474, nilai tersebut menunjukan bahwa 
kemampuan variabel bebas (Konsumsi rumah tangga, Investasi dan Pengeluaran 
Pemerintah) dalam menjelaskan variabel terikat (IPM) di Kalimantan Barat 
sebesar 97,95 persen, sedangkan selebihnya sebesar 2,05 persen dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lain diluar dari variabel yang diteliti. 
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4.3. Pembahasan 
a.  Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 
Berdasarkan hasil analisis dengan metode Fixed Effect dapat diketahui 
variabel konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Adaya pengaruh positif 
dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dengan IPM karena adanya 
pertumbuhan atau kenaikan konsumsi rumah tangga yang diikuti juga dengan 
kenaikan atau pertumbuhan IPM di Kalimantan Barat. Meningkatnya konsumsi 
rumah tangga di Kalimantan Barat sangat berpengaruh terhadap peningkatan 
indeks pendapatan yakni indikator pengeluaran perkapita pada IPM di Kalimantan 
Barat. Hasil analisis ini senada dengan teori Keynes yakni besar kecilnya 
konsumsi rumah tangga tergantung besar kecilnya pendapatan, dimana dalam 
penghitungan nilai IPM salah satunya menggunakan pendekatan pendapatan 
untuk mencari nilai pengeluaran perkapita, sehingga semakin besar pendapatan 
rumah tangga maka akan besar pula konsumsi rumah tangga dan meningkat pula 
pengeluaran perkapita dengan kata lain nilai IPM juga akan meningkat.  
Konsumsi rumah tangga tidak hanya berpengaruh pada indeks pendapatan 
tapi juga indeks pendidikan dan kesehatan pada IPM di Kalimantan Barat, hal ini 
di kareanakan indikator-indikator terbentuknya konsumsi rumah tangga tidak 
hanya makanan tapi juga ada indikator lain yakni indikator konsumsi pendidikan 
dan kesehatan yang berpengaruh terhadap indikator angka harapan hidup untuk 
kesehatan dan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk 
pendidikan. Konsumsi rumah tangga memiliki proporsi yang besar dalam 
pembentukan PDRB pengeluaran dan bisa di pastikan sektor rumah tangga juga 
mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian di Kalimantan Barat. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan 
Suprapto (2012) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa konsumsi rumah 
tangga berpengaruh signifikan terhadap IPM pada 33 provinsi di Indonesia selama 
periode 2008-20012. Charisma Kuriata Ginting S, Irsad Lubis, dan Kasyful 
Mahalli (2008) yang juga melakukan penelitian tentang pembangunan manusia di 
Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hasil penelitiannya 
menunjukan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh 
negatif sedangkan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk bukan makanan 
berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Begitu juga dengan 
penelitian Arifin Nuryadin (2014) yang meniliti di daerah kabupaten dan kota di 
Nusa Tenggara Timur, hasil penelitian menunjukan konsumsi rumah tangga 
berpengaruh signifikan terhadap IPM. 
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b.  Pengaruh Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Berdasarkan hasil analisis dengan metode Fixed Effect dapat diketahui 
variabel investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Tidak signifikannya pengaruh 
variabel investasi terhadap IPM dikarenakan bahwa data yang digunakan dalam 
variabel investasi merupakan data investasi keseluruhan yang merupakan 
komponen dalam PDRB Pengeluaran, dimana komponen investasi dalam PDRB 
merupakan investasi fisik secara keseluruhan jadi bukan khusus investasi di 
bidang sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan yang merupakan 
indikator dalam IPM.  
Investasi sarana dan prasaran di bidang pendidikan maupun bidang 
kesehatan yang terjangkau sangat diperlukan, mengingat di Kalimantan Barat 
memiliki geografis yang cukup luas sehingga diperlukan investasi di bidang 
pendidikan dan kesehatan agar masyarakat kabupaten tidak perlu harus ke kota  
dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kesehatan, 
dengan demikian diharapkan akan meningkatnya IPM diwilayah tersebut. Faktor-
faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya sosial 
merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu 
daerah. Indikator pendapatan masyarakat melalui PDRB mencerminkan potensi 
masyarakat di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) salah satu indikator menarik tidaknya daerah 
terhadap investor. Semakin tinggi tingkat pendidikan misalnya akan membuat 
daerah tersebut menarik untuk investasi di sektor yang memerlukan SDM yang 
tinggi yaitu sektor industri. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Zul 
Akhir Lubis (2013) yang menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh secara 
langsung dalam peningkatan IPM pada negara-negara ASEAN-4 yang terdiri dari 
Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada tahun 2007 s.d. 2011 karena 
investasi yang digunakan adalah investasi secara keseluruhan yang tidak khusus 
untuk investasi human capital. 
c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 
Berdasarkan hasil analisis dengan metode Fixed Effect dapat diketahui 
variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Adaya pengaruh positif 
dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan IPM karena adanya 
pertumbuhan atau kenaikan pengeluaran pemerintah yang diikuti juga dengan 
kenaikan atau pertumbuhan IPM di Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan 
hukum Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan 
fungsi (eksponen) dari rasio pengeluaran pemerintah per kapita terhadap 
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pendapatan perkapita (yaitu GNP atau PDRB dibagi jumlah penduduk) yang 
selalu meningkat setiap tahun seiring bertambahnya waktu dan pendapatan 
perkapita penduduk. Pengeluaran Pemerintah bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan 3 (tiga) fungsi utama anggaran 
pemerintah yaitu fungsi alokasi melalui penyediaan sarana dan prasarana, fungsi 
distribusi berkenaan dengan pemerataan pendapatan kepada masyarakat dan 
fungsi stabilisasi berhubungan dengan terpeliharanya kesempatan kerja, stabilitas 
harga dan pertumbuhan ekonomi. 
Upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM tidak hanya melalui indikator 
pendapatan perkapita namun pemerintah juga berupaya terhadap peningkatan 
indikator pendidikan dan kesehatan. Upaya pemerintah meningkatkan indikator 
pendidikan dalam IPM diantaranya adanya kebijakan pemerintah yang mengatur 
besarnya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dimana pasal 49 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan 
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan meningkatnya pengeluaran 
pemerintah di bidang pendidikan maka akan mendukung peningkatan kualitas dan 
kuantitas pendidikan suatu daerah dan dengan sendirinya maka akan meningkat 
pula indeks pembangunan manusia khususnya indikator pendidikan yakni 
meningkatanya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di daerah 
tersebut. 
Upaya pemerintah meningkatkan indikator kesehatan dalam IPM 
diantaranya adanya kebijakan pemerintah yang mengatur besarnya pengeluaran 
pemerintah dibidang kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pasal 171 menyatakan bahwa besar 
anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) diluar gaji, sedangkan besar anggaran 
kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 
10%  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Dengan 
meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka akan 
mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan suatu daerah dan dengan 
sendirinya maka akan meningkat pula indeks pembangunan manusia khususnya 
indikator kesehatan yakni meningkatanya angka harapan hidup di daerah tersebut. 
Guna meningkatkan indeks pembangunan manusia, peran pemerintah 
sangatlah penting. Pemerintah haruslah pandai dalam mengalokasikan 
pengeluaran pemerintah, tidak hanya dalam mengalokasikan sarana prasarana 
pendidikan dan kesehatan tapi juga sarana prasarana lainnya seperti jalan dan 
jembatan, hal ini perlu mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang cukup luas 
sehingga perlu adanya pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses menuju 
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sarana pendidikan dan kesehatan serta sebagai akses lalulintas perdagangan 
sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah tersebut. 
Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Keynes dalam 
Pressman  (2004), “…peranan pemerintah masih sangat diperlukan karena 
perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan 
kestabilan kegiatan ekonomi...”, dan menurut Mangkoesoebroto (2001), “peranan 
pemerintah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian negara 
dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian dan tidak 
mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta,” Sehubungan dengan itu, 
peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi yaitu 
pengeluaran pemerintah ini dapat diketahui melalui APBN untuk perekonomian 
nasional atau APBD untuk perekonomian regional (provinsi/ kabupaten/ kota) 
yang pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut serta 
menggerakan PDB dalam perekonomian nasional ataupun PDRB dalam 
perekonomian regional. 
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di teliti oleh 
Arifin Nuryadin (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Penduduk Miskin, 
Konsumsi Rumah Tangga dan Belanja Pemerintah Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2012, hasil 
penelitiannya menunjukan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bepengaruh 
signifikan tehadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. 
Penelitian Ade Zul Akhir Lubis (2013) juga menunjukan bahwa pengeluaran 
publik ketiga sektor (Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan, dan 
Pengeluaran Infrastruktur) tersebut berpengaruh positif terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan 
pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina 
pada tahun 2007 s.d. 2011. Serta penelitian Adelfina dan I Made Jember (2016) 
yang meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja 
Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali 
Periode 2005–2013 juga menunjukan bahwa secara parsial variabel Belanja 
Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 
di Provinsi Bali periode 2005-2013. 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil perhitungan, analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan oleh penulis tentang Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi 
dan Pengeluaran Pemerintah dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di Kalimantan Barat dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah 
dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat 
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sebesar 97,95 persen, sedangkan selebihnya sebesar 2,05 persen dipengaruhi 
oleh variabel-variabel lain diluar dari variabel yang diteliti. 
2. Konsumsi Rumah Tangga memberikan pengaruh siginifikan positif terhadap 
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat, setiap 
kenaikan konsumsi rumah tangga akan menaikan nilai IPM di daerah tersebut.  
3. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Tidak signifikannya 
pengaruh investasi terhadap IPM dikarenakan bahwa data yang digunakan 
dalam variabel investasi merupakan data investasi keseluruhan yang 
merupakan komponen dalam PDRB Pengeluaran, dimana komponen investasi 
dalam PDRB merupakan investasi fisik secara keseluruhan jadi bukan khusus 
investasi di bidang sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan yang 
merupakan indikator dalam IPM.  
4. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Perhatian 
pemerintah dalam meningkatkan IPM tecermin dari meningkatnya pengeluaran 
pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, 
kesehatan maupun sarana dan prasana lainnya sehingga berpengaruh terhadap 
peningkatan nilai IPM di wilayah tersebut.  
5.1. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi 
yang dapat disampaikan sebagai berikut: 
1. Besarnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga ditentukan besarnya 
pendapatan. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat dengan menggerakan sektor-sektor produktif, meningkatkan 
lapangan pekerjaan, menciptakan iklim usaha yang dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat sehingga arah pengeluaran untuk konsumsi rumah 
tangga meningkat dan pada akhirnya akan meningkat pula IPM di Kalimantan 
Barat. 
2. Hasil penelitian bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, 
bukan berarti bahwa investasi tidak penting dalam peningkatan IPM. Hal ini 
mungkin disebabkan kurang meratanya investasi antar kabupaten/ kota, untuk 
itu pemerintah kabupaten/kota harus selalu mendorong investor untuk 
menginvestasikan baik itu investasi di bidang pendidikan, kesehatan maupun 
bidang lainnya dengan menciptakan iklim investasi kondusif serta memberi 
kemudahan dalam berinvestasi bisa berupa kemudahan ijin usaha maupun 
pemberian insentif pajak. 
3. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah hendaknya pemerintah 
memperluas akses terhadap pendidikan maupun kesehatan melalui 
penambahan jumlah dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta 
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memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis sehingga indikator 
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk pendidikan dan 
indikator angka harapan hidup untuk kesehatan  terus meningkat. Pengeluaran 
pemerintah untuk infrastruktur juga perlu ditingkatkan terutama pembangunan 
jalan sebagai akses lalulintas perdagangan sehingga akan meningkatkan 
pendapatan perkapita di wilayah tersebut. 
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